
PERTEMUAN 13

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



DEFINISI PAJAK BUMI BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan 
atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang 
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak 
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, 
menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau 
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau 
badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh 
manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila 
mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau 
kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.



SUBJEK PAJAK & WAJIB PAJAK

Subjek Pajak PBB adalah orang atau badan yang secara 
nyata   mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memper- 
oleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, 
dan/atau memperoleh manfaat atas bagunan.

Wajib Pajak  PBB adalah subjek pajak yang dikenakan 
kewajiban membayar pajak.

Tanda bukti pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan 
bukti pemilikan hak.

DJP dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak 
apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya.



KETENTUAN DIRJEN PAJAK TENTANG 
SUBJEK PBB

Ketentuan DirJen Pajak dlm menentukan subjek pajak sbg WP 
apabila objek pajak belum jelas pajaknya, contohnya:
1.Subjek pajak A memanfaatkan atau menggunakan bumi 
dan/atau bangunan milik orang lain bernama B, bukan krn 
sesuatu hak berdasarkan UU atau bukan karena perjanjian maka 
dalam hal demikian A yg memanfaatkan atau meng gunakan 
bumi dan/atau bangunan tsb ditetapkan sbg WP
2.Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan 
dipengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau 
menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sbg WP
3.Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah 
letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut 
dikuasakan kepada orang lain atau badan maka orang atau 
badan yg diberi kuasa dapat ditunjuk sbg WP



DEFINISI OBJEK PAJAK PBB

Objek Pajak adalah : bumi dan/atau bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 
dibawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman 
serta laut wilayah Indonesia

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah : jalan 
lingkungan (jalan komplek hotel, pabrik,yang menjadi satu 
kesatuan dengan komplek bangunan), jalan TOL, kolam 
renang, pagar mewah, tempat olah raga, tempat 
penampungan/kilang minyak, pipa minyak, air dan gas, 
fasilitas lain yang memberikan manfaat.



KLASIFIKASI OBJEK PAJAK PBB 

Klasifikasi objek PBB diatur oleh Menteri Keuangan.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi 
dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai 
pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak 
yang terhutang.

Faktor-faktor yg digunakan utk menentukan klasifikasi bumi 
/ tanah adlh : Letak, Peruntukan, Pemanfaatan dan Kondisi 
lingkungan

Faktor-faktor yang digunakan dalam menentukan klasifikasi 
bangunan adalah : Bahan yang digunakan, Rekayasa, 
Letak, Kondisi lingkunan dan lain-lain



OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1)

Objek Pajak yg tdk dikenakan PBB adlh objek pajak yang :
a.Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial,kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
b.Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang 
sejenis dengan itu
c.Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, 
dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
d.Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan 
asas perlakuan timbal balik
e.Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 
oleh yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.



OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (2)

Yg dimaksud tdk memperoleh keuntungan adlh bahwa objek 
pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan 
nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
Contoh : Pesantren, Madrasah, Tanah Wakaf & RS Umum
Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI kepada Menteri 
Perumahan Rakyat bahwa tanah dan bangunan yang nyata-
nyata untuk sarana kepentingan umum dan sosial serta tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah objek 
pajak yang tidak dikenakan PBB.

Untuk mendapat pembebasan pajak terlebih dahulu harus 
dilakukan penelitian guna memperoleh kepastian bahwa:
1.Tanah dan/atau bangunan tersebut nyata-nyata (de facto) 
telah digunakan sbg fasilitas umum dan/atau sarana sosial



OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (3)

2. Tanah dan/atau bangunan tersebut semata-mata 
digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk 
mencari keuntungan

3. Tanah dan/atau bangunan tersebut dapat berstatus telah / 
belum diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun 
real estate kpd pemerintah daerah setempat.

Untuk mendapatkan pembebasan sebagai objek pajak yang 
tidak dikenakan biaya PBB, maka Wajib Pajak mengajukan 
surat permohonan kepada Kantor Pelayanan PBB 
setempat dengan disertakan bukti surat-surat dan 
keterangan/gambar situasi (site plan) yang diperlukan.



OBJEK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN 
PERKOTAAN (1)

Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan 
bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, 
perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.

Pengalihan pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) 
ke pemerintah Kabupaten/Kota masih dikenakan Pajak Pusat paling 
lambat sampai dengan 31 Desember 2013.
sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan 
(P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.

Keuntungan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak 
Daerah Kabupaten/Kota yaitu Penerimaan dari PBB 100% akan 
masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Saat dikelola oleh Pemerintah 
Pusat/DJP pemerintah kabupaten/ kota hanya mendapatkan bagian 
sebesar 64,8%



OBJEK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN 
PERKOTAAN (2)

Cara mendaftarkan Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh WP 
dgn jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh WP & 
disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya 
meliputi objek pajak selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah 
tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Berdasarkan 
SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.



OBJEK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN 
PERKOTAAN (3)

Penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak 
Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah :
1.Objek Pajak berupa tanah  adlh sebesar nilai konversi setiap 
Zona Nilai Tanah (ZNT) kedlm klasifikasi, penggolongan dan 
ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah). ZNT adalah zona 
geografis yg terdiri atas sekelompok Objek Pajak yg mempunyai 
satu Nilai Indikasi Rata-rata yg dibatasi oleh batas 
penguasaan/pemilikan objek pajak dlm satu satuan wilayah 
administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pd 
batas blok.
2.Objek Pajak berupa bangunan adlh sebesar nilai konversi by 
pembangunan baru setiap jenis bangunan stlh di- kurangi 
penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedlm 
klasifikasi, penggolongan & ketentuan nilai jual bangunan.



Materi
Sebelum dialihkan ke Pemda 

(UU PBB)

Setelah dialihkan ke Pemda 

(UU PDRD)

Tarif Tunggal 0,5% Paling tinggi 0,3%

NJKP NJKP 20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 Tidak ada

ditetapkan sebesar 20% atau 40%)

NJOPTKP Paling tinggi Rp 24.000.000 per Paling rendah

Wajib Pajak Rp 10.000.000 per Wajib Pajak

PBB 
Terutang

0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 0,3% (maksimal) x

atau (NJOP-NJOPTKP)

0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

OBJEK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN 
PERKOTAAN (4)

Perbedaan UU PBB dan UU PDRD



OBJEK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN 
PERKOTAAN (5) 

Tarif PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) setelah 
dialihkan ke Pemda 

0,01% NJOP < Rp. 200.000.000

0,1% NJOP Rp. 200.000.000 s.d < Rp. 2.000.000.000

0,2% NJOP Rp. 2.000.000.000 s.d < Rp. 
10.000.000.000

0,3% NJOP ≥ Rp. 10.000.000.000



OBJEK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN 
PERKOTAAN (6)

Contoh : Darman memiliki sebidang tanah seluas 5.000 m2, 
harga pasar tanah tsb Rp 103.000 per m2, diatas tanah 
tersebut berdiri sebuah rumah seluas 200m2. NJOPTKP 
yang ditetapkan adalah Rp 5.000.000. biaya pembuatan 
baru rumah tersebut adl Rp. 2.200.000 per m2.
Hitunglah PBB terhutang (peraturan lama):
Jawab:
NJOP Bumi 5.000 m2 x Rp 103.000  = Rp. 515.000.000
NJOP Bangunan 200 m2 x Rp 2.200.000= Rp. 440.000.000
NJOP dasar pengenaan PBB  = Rp. 955.000.000
(-) NJOPTKP  = Rp.     5.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB  = Rp. 950.000.000



OBJEK PBB SEKTOR PEDESAAN DAN 
PERKOTAAN (7)

NJOP untuk penghitungan PBB = Rp. 
950.000.000

(x) NJKP 20 % = Rp. 190.000.000

(x) Tarif 0,5 % = Rp.        950.000

PBB Terhutang = Rp.        950.000

SOAL ESAY:

Dari data soal diatas, coba hitung PBB terhutang dengan 
menggunakan peraturan terbaru, dan NJOPTKP yang 
ditetapkan yang digunakan adalah sesuai dengan 
peraturan tersebut.



Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan 
yang meliputi areal pengusahaan benih, penanaman baru, 
perluasan, perubahan jenis tanaman, penganekaragaman 
jenis tanaman termasuk sarana penunjangnya.
Penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sektor 
Perkebunan adalah :
1.Areal kebun, yaitu sebesar NJOP berupa tanah ditambah 
dgn Jmlh Inventasi Tanaman Perkebunan sesuai dgn 
Standar Investasi menurut umur Tanaman (SIT).
Areal kebun  adalah areal yang sudah diolah (land cleaning) 
& ditanami dengan komoditas perkebunan, baik yg telah 
menghasilkan maupun belum memnghasilkan

OBJEK PBB SEKTOR PERKEBUNAN (1)



OBJEK PBB SEKTOR PERKEBUNAN (2)

Standar Investasi menurut Umur Tanaman (SIT) adlh jmlh 
biaya yg diinvestasikan utk suatu pembangunan & atau 
penanaman dan/atau penggalian jenis sumberdaya alam 
atau budidaya ttt, yg dihitung berdasarkan komponen 
tenaga kerja, bahan & alat, mulai dari awal pelaksanaan 
pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan.
SIT biasanya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Dirjen 
Pajak untuk memudahkan penghitungan.

2.Areal Emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan 
perkebunan yaitu sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa 
tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya
Areal emplasemen  adalah areal yang di atasnya terdapat 
bangunan  dan atau pekarangan



OBJEK PBB SEKTOR PERKEBUNAN (3)

Contoh : Diketahui areal kebun berupa areal yang sudah 
menghasilkan seluas 34.808.100 m2, harga tanah pasar 
(A37) Rp. 10.000/m2, sedang sesuai SIT Rp. 1.265,9. / m2 
areal yang belum menghasilan 200.000 m2, harga tanah 
pasar (A37) Rp. 10.000/m2, SIT Rp. 372,3 / m2. Areal 
emplasemen 576.800 m2, harga tanah pasar (A33) Rp. 
36.000, dan areal lainnya (tidak dapat ditanami) 2.127.600 
m2 harga tanah pasar (A39) Rp. 5.000. dan bangunan total 
nilainya adl Rp. 4.019.921.000
Hitung PBB terhutangnya :
 



Objek Pajak Sektor Kehutanan Atas HPH, HPHH, IPK dan 
Izin sah lainnya
Sektor Kehutanan  adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan 
yang meliputi areal pengusahaan hutan dan budidaya hutan.
Penentuan besarnya NJOP atas Objek Pajak Sektor 
Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak 
Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH), Izin Pemanfaatan Kayu 
(IPK) serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri adalah :
1.Areal Produktif sebesar 8,5 X hasil bersih setahun 
sebelum tahun pajak berjalan
Areal produktif adalah areal hutan blok tebangan 
sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Rencana 
Karya Tahunan (RKT)

OBJEK PBB SEKTOR KEHUTANAN (1)



OBJEK PBB SEKTOR KEHUTANAN (2)

Hasil bersih setahun adalah pendapatan kotor sethn dari 
penjualan hasil produksi dikurangi dgn biaya eksploitasi.
Pendapatan kotor adalah total hasil produksi dalam tahun pajak 
sebelumnya dikalikan dengan harga pasar kayu bulat 
sebagaimana harga pasar per 1 Januari dari tahun pajak berjalan.

Biaya Eksploitasi adlh biaya yg dikeluarkan dlm proses produksi 
meliputi penebangan / upah tenaga kerja & peralatan, 
pengangkutan sampai di tempat penimbunan kayu 
(logponds/logyards) dlm areal hutan, penanaman, pemeliharaan 
hutan / perawatan, pengendalian kebakaran dan pengamanan 
hutan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Provisi Sumber Daya 
Hutan (untuk areal blok tebangan) tahun pajak sebelumnya



OBJEK PBB SEKTOR KEHUTANAN (3)
2. Areal Belum / Tidak Produktif, emplasemen dan areal lainnya 

yaitu sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya 
dengan penyesuaian seperlunya.

Areal belum produktif adalah areal hutan non blok tebangan. 
Areal tidak produktif adalah areal hutan yang tidak ada 
tegakannya, seperti areal rawa, payau, waduk/danau, atau 
yang digunakan pihak ketiga secara tidak sah.
Areal emplasemen adalah areal yang diatasnya terdapat 
bangunan dan atau pekarangan
Areal lainnya adalah areal hutan yang tidak ada tegakannya, 
sepertia areal rawa, payau, waduk/danau, atau yang digunakan 
pihak ketiga secara tidak sah.
Logponds adalah areal perairan yang digunakan untuk 
penimbunan kayu



OBJEK PBB SEKTOR KEHUTANAN (4)

Logyards adalah areal daratan yang digunakan untuk 
penimbunan kayu .
Arel yang digunakan oleh pihak ke III adalah areal hutan 
yang digunakan oleh pihak lain dengan pembuktian yang sah.
Areal yang tidak dikenakan PBB adalah hutan lindung, hutan 
suaka alam, hutan wisata, hutan taman nasional, dan tanah 
penggembalaan yang dikuasai oleh desa.



OBJEK PBB SEKTOR KEHUTANAN (5)

Besarnya NJOP atas Sektor Kehutanan atas Hak 
Pengusahaan Hutan Tanaman industri utk Areal hutan 
adlh sebesar NJOP berupa tanah ditambah dgn Jmlh 
Biaya Pembangunan Hutan Tanaman industri menurut 
umur tanaman.
Penghitungan NJOP areal produktif objek pajak ini mirip 
dengan objek pajak sektor perkebunan.

Tugas Dirumah :
Carilah contoh perhitungan PBB:
1. Sektor Pedesaan dan perkotaan berupa rumah susun 

atau apartemen
2. Sektor Kehutanan



Bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, 
bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu 
mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Bahan galian terbagi atas 3 golongan, yaitu :
1.Golongan bahan galian yang strategis (minyak bumi, 
aspal, gas alam, timah, nikel, batubara)
2.Golongan bahan galian yang vital (bauksit, tembaga, 
yodium, emas, timbal, seng, besi, mangaan, bauksit )
3.Golongan bahan galian yang tidak termasuk a dan b (batu 
kapur, tanah liat, pasir, tawas, asbes, granit)

OBJEK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN (1)



OBJEK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN (2)

Sektor pertambangan adalah objek pajak bumi dan bangunan 
yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian 
dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian 
vital dan bahan galian lainnya.

Objek PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas bumi
Penentuan NJOP atas Objek Pajak Sektor Pertambangan 
Minyak dan Gas bumi adalah :
1.Areal produktif adalah sebesar 9,5 X hasil penjualan minyak 
dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.
2.Areal belum produktif, tidak produktif serta emplasemen 
dan areal lainnya di dalam atau di luar wilayah kuasa 
pertambangan adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya  
dengan penyesuaian seperlunya



OBJEK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN (3)

Objek PBB Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi
Besarnya NJOP atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi 

Panas bumi ditentukan sebagai berikut :
1. Areal produktif adalah sebesar 9,5 X hasil penjualan energi 

panas bumi/listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak 
berjalan.

2. Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen 
serta areal lainnya di dalam atau di luar wilayah kuasa 
pertambangan adalah sebesar NJOP berupa tanah 
sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.



OBJEK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN (4)

Objek PBB Sektor Pertambangan Non Migas selain 
Pertambangan Energi Panas bumi dan Galian C 
Besarnya NJOP atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas 
selain Pertambangan Energi Panas bumi dan Galian C ditentukan 
sebagai berikut:
1. Areal Produktif adalah sebesar 9,5 X hasil bersih galian tambang 
dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan 

Areal produktif adalah areal ang telah dieksploitasi / 
menghasilkan galian tambang (tahap eksploitasi)

Hasil bersih adalah pendapatn kotor dari hasil penjualan 
galian tambang setahun dikurangi biaya eksploitasi di mulut tambang 
(Run on Mine)



OBJEK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN (5)

2. Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta 
areal lainnya di dalam atau di luar wilayah kuasa 
pertambangan, adalah sebesar NJOP berupa tanah 
sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya 
Areal belum produktif adalah areal belum menghasilkan tapi 
sewaktu-waktu akan menghasilkan galian tambang (tahap 
penyelidikan umum, eksplorasi dan konstruksi)
Areal tidak produktif adalah areal yang sama sekali tidak 
menghasilkan galian tambang.
Areal emplasemen adalah areal yang diatasnya terdapat 
bangunan dan atau pekarangan 

Areal lainnya adalah areal perairan yang digunakan berkaitan 
untuk pelabuhan khusus dengan usaha pertambangan



OBJEK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN (6)

Objek PBB Sektor Pertambangan Non Migas Galian C
Besarnya NJOP atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non 
Migas Galian C ditentukan sebagai berikut:
1.Areal produktif adalah sebesar angka kapitalisasi tertentu 
dikalikan hasil bersih galian tambang dalam satu tahun 
sebelum tahun pajak berjalan.

Besarnya angka kapitalisasi adalah berdasarkan 
lamanya waktu penambangan untuk masing-masing jenis 
tambang.
2. Areal belum produktif, tidak produktif dan 
emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar 
wilayah kuasa pertambangan adalah sebesar NJOP 
berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya



OBJEK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN (7)

Objek PBB Sektor Pertambangan Kontrak Karya atau 
Kontrak Kerjasama
Penentuan NJOP atas Objek Pajak sektor pertambangan 
yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak 
Kerjasama ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam 
kontrak yang berlaku.



OBJEK PBB USAHA BIDANG PERIKANAN LAUT (1)

Usaha bidang perikanan adlh semua usaha perorangan atau 
badan hukum yg memiliki ijin usaha utk menangkap atau 
membudidayakan sumberdaya ikan, termasuk semua ikan dan 
biota perairan lainnya serta kegiatan menyimpan, 
mendinginkan atau mengawetkan ikan utk tujuan komersial.
Besarnya NJOP atas Objek Pajak usaha bidang perikanan laut 
ditentukan sebagai berikut :
1.Areal penangkapan ikan adalah sebesar 10 x hasil bersih 
ikan dalam satu tahun sebelum pajak berjalan.
Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk 
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk 
kegiatan yg menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya



OBJEK PBB USAHA BIDANG PERIKANAN LAUT (2)

Hasil bersih setahun adalah pendapatan kotor dari hasil 
penjualan ikan setahun dikurangi dengan biaya 
operasional sampai di tempat pelelangan ikan.
Areal perikanan adalah perairan Indonesia, sungai, 
danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya dan Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia

2. Areal pembudidayaan ikan adalah sebesar 8 X hasil 
bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak 
berjalan.
Pembudidayaan ikan adlh kegiatan utk memelihara, mem 
besarkan dan/atau membiakkan ikan & memanen hasilnya.



OBJEK PBB USAHA BIDANG PERIKANAN DARAT & 
OBJEK PBB YANG BERSIFAT KHUSUS (1)

Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Darat :
Besarnya NJOP berupa areal pembudidayaan ikan adalah 

sebesar NJOP berupa tanah di sekitarnya dengan penyesuaian 
seperlunya ditambah std by investasi tambak menurut jenisnya.

Objek Pajak Yang Bersifat Khusus : 
Objek Pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis 

konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material 
pembentu maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus 
seperti jalan tol, pelabuhan laut/sungai/udara, lapangan golf, 
industri semen/pupuk, PLTA, PLTU, PLTG, pertambangan, 
tempat rekreasi dan lain-lain yang sejenis.

Objek Pajak Perairan adalah laut wilayah Indonesia beserta 
perairan pedalaman Indonesia.



OBJEK PBB USAHA BIDANG PERIKANAN DARAT & 
OBJEK PBB YANG BERSIFAT KHUSUS (2)

Objek Pajak Perairan adalah laut wilayah Indonesia beserta 
perairan pedalaman Indonesia.
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan penilaian individual 
yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai sbb :
1.Areal perairan untuk kepentingan PLTA adlh sebesar 10 X 
(10% dari hasil bersih dalam satu thn sblm pajak berjalan).
2.Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, 
lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual 
yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping 
dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah 
sekitarnya.
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